
PA Tenggarong Raih Anugerah Zona Integritas WBK Tahun 2020  

 

Senin (21/12/2020) Wakil Ketua Pengadilan Agama (PA) Tenggarong, Rusdiana, 

S.Ag. menghadiri apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju wilayah bebas 

korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) untuk mewujudkan 

Indonesia bebas korupsi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) secara virtual. 

 

https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/apresiasi-dan-penganugerahan-zona-integritas-2020


Dalam acara tersebut, PA Tenggarong mendapatkan penghargaan atas  partisipasi 

sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2020.  Bagi 

PA Tenggarong, dalam usaha meraih penghargaan ini diperlukan komitmen yang luar biasa 

oleh seluruh tim PA Tenggarong.  

Dengan komitmen bersama dan partisipasi dari seluruh tim PA Tenggarong inilah, 

maka pekerjaan yang semula dirasa sulit menjadi ringan dan penghargaan pula berhasil 

diraih. 

Untuk diketahui, apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju wilayah bebas 

korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) merupakan kegiatan 

rutin yang bersifat tahunan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Anti 

Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada setiap tanggal 9 Desember setiap tahun. 

Pada tahun 2020, sebanyak 3.691 unit kerja yang diusulkan kepada tim penilai 

nasional yang berasal dari 70 kementerian, 20 pemerintah provinsi dan 161 pemerintah 

kabupaten/kota. Dari 3.691 yang berhasil ke tahap evaluasi lanjutan yakni 2.570 unit kerja.  

Dari 2.570 unit kerja tersebut, unit kerja yang berhasil lolos hanya 763 unit kerja 

dengan rincian sebagai berikut: 681 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK dan 82 

unit kerja ditetapkan sebagai WBBM yang tersebar pada 22 kementerian,  5 lembaga negara,  

4 lembaga setingkat menteri,  19 lembaga pemerintah non kementerian,  2 lembaga non 

struktural,  7 pemerintah provinsi,  9 pemerintah kota dan 30 pemeritah kabupaten.  

Sedangkan satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI, sebanyak 86 pengadilan 

menjadi penerima predikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan 

sebanyak 9 pengadilan menerima predikat wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2020. 
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